BUPATI BALANGAN
%

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
KABUPATEN BALANGAN

(UNIT PENGELOLA PASAR)

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
Unit Pelayanan Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kabupaten Balangan (Unit Pengelola Pasar), periu
menjabarkan tugas pokok dan fungsi unsur-unsur organisasi
dalam bentuk uraian tugas;

b. bahwa guna mewujudkan pelaksanaan tugas yang sesual
dengan batas kewenangan dan tanggung jawab, dipandang
periu untuk menetapkan tugas pokok dan uraian tugas unsur—
unNsur organisasinya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Balangan tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur—Unsur
Organisasi Unit Pelayanan Teknis Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Balangan (Unit
Pengelola Pasar);

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1874 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3841) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 189, Tambahan Lembaran Megara
Republik indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4285);




Meneatapkan

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubilik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 4388);

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang—Undang Nomeor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2007 Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57
Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Dasrah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

10.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

- PERATURAN BUPAT| BALANGAN TENTANG TUGAS POKOK DAN

URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN
KOPERASI KABUPATEN BALANGAN (UNIT PENGELOLA PASAR).



BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan

1.
L.

3.
4.
. Dinas Perindusirian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian,

Daerah adalah Kabupaten Balangan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Balangan.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.

Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Balangan.

ala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
mmﬂun Balangan.

- Unit Pelaksana Teknis, selanjulnya disebut UPT adalah UPT pada Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Balangan.

Unit Pengelola Pasar adalah UPT pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kabupaten Balangan.

Kalomg:: Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT
Dinas ndustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Balangan.
BAB I
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
Bagian Pertama
Unit Pengelola Pasar

Pasal 2

(1) Unit Pengelola Pasar mempunyai t pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan rasi di bidang pelayanan teknis kepada
masyarakal pengguna jasa’kawasan pasar di Kabupaten Balangan yang meliputi
penataan dan pengaturan, penertiban dan pengamanan, pemeliharaan kebersihan

r, pemungutan dan pemasukan retribusi pasar, sewa toko dan pungutan

ainnya pada pasar.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. merumuskan program kera meliputi la usaha dan kegiatan untuk
merancanakan, mempersiapkan, mengolah dan menelaah penyusunan rumusan
kebijakana teknis sera program kerjanya;

b. melaksanakan koordinasi guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak
yang berhubungan dengan tugas-tugas pokok kedinasan terutama dalam bidang
pendapatan daerah berupa retribusi pasar, penataan dan pengaturan, ketertiban
dan keamanan serta kebersihan pasar;

¢. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam menjaga dan
memelihara ketertiban dannl?.mm kawasan pasar,

d. menata dan mengatur pedagang, tempat penampungan sampah untuk menjaga
keteriban dan kebersihan I:E;:u:mn pasar,

e. mengatur pembuangan sampah sesual dengan ketentuan r sam dapat
diangkut sesuai jadwal; -~ e

f. melakukan sosialisasi tentang kebersihan dan ketertiban untuk menjaga

keamanan, kenyamanan dan kebersihan pasar,



g. melakukan pemungutan retribusi dan mengelola hasil pungutan untuk disetorkan

ke kas daerah;

h. mengintensifkan pemungutan retribusi guna meningkatkan PAD;

. melakukan hasil pungutan retribusi kepada Dinas Pendapatan,
Pangelola ngan dan Aset secara rutin agar dapat dilakukan
perhitungan pendapatan asli daerah;

| melaksanakan pendataan terhadap obyek pungutan retribusi agar terhimpun
data yang akurat;

k. melakukan evaluasi terhadap hasil pungutan retribusi sebagai bahan
peningkatan kerja dan pelaporan;

I. melakukan pengawasan la usaha dan kegiatan untuk melaksanakan
pengamanan teknis atas pe n tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan
kepala Dinas;

m. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban tugas; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesual bidang tugas
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

Pasal 3

Unsur-unsur organisasi Unit Pengelolaan Pasar terdiri dari :
a. ‘Sub Bagian Tata Usaha; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional,

Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha

Pasal 4

(1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada
seluruh organisasi di lingkungan Unit Pengelola Pasar.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan urusan perencanaan berdasarkan program kerja Unit Pelaksana
Teknis Dinas sebagal pedoman kerja;

b. melaksanakan pengendalian dan evaluasi agar perencanaan lebih terarah dan
mencapai sasaran;

mengelola urusan ketatausahaan;
melaksanakan urusan surat menyurat untuk tertib administrasi;
melaksanakan kegiatan penyusunan arsip agar arsip mudah diketahui;

melaksanakan urusan rumah tangga dan perengkapan agar kebutuhan satuan
organisasi terlayani;

melaksanakan urusan penatausahan administrasi keuangan;

h. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian untuk kelancaran administrasi
kepegawaian;

I. menyiapkan bahan-bahan rapat koordinasi;

j. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai data dan informasi sebagai bahan
pertanggungiawaban tugas;

k. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen;

| melaksanakan penyiapan dan penyusunan laporan;

~eoap



m. membenkan saran, pertimbangan dan telashan serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan

petunjuk selanjutnya; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 5
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi
dalam berbagal kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senio
ditetapkan olsh Kepala Dinas. TS

(3) Jumiah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang beriaku.

BAB Il
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal belum diatur dalam Peraturan Bupati ini
akan diatur kembali dengan Keputusan Bﬁﬂ.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulal beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetashuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 2 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2010 NOMOR 13
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